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\BSTRAK

TG vang Telak ok an wadu tindak prdana karena bedasarkan alasan
remiinan Wepak e maka orang tersebut tdak dapat dijatuh) pidana. Dalam
vaku Gesain bab (17 KL HP erdapat alasan penghapusan prdana [ eort tersebut
poayelaskan beberapa  slsan  yang dapat dijadikan  dasar  untuk tidak
menpstuhban hukuman sau puana kepada pelaku vang melakukan tindak
priuna. sasan @ dnamakan dengan alasan pengahapusan pidana yakmi alasan-
slsan yang memungknkan orang melakukan perbuatan yang sehenarnya telah
momenuly rumusan delik pidana, tetapi bdak dipwdana

Metodologs peneiitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode
penelitian Hukum Normatif atau penelitian perpustakaan (/ibrary research),
Semian dengan ruang lingkup dan wjuan penclitan terhadap permasalahan

pembuktian pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan menurut
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam

menyatuhican suatu putusan dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian
berdasarkan alasan pembelaan terpaksa.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan
bahwa Prosedur pembuktian pembelaan terpaksa dalam tindak pidana
pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu melalui
proses persidangan di pengadilan dengan menguraikan alat bukti berupa

keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, surat, maupun keterangan ahli
bulkan keyakinan hakim atas kebenaran

senagai pembuktian menim
adanya :uﬂ pd-:.';:l ini dikarenakan pcrpbuktian mempakan titik
sentral pemeriksaaan perkara dalam sidang pengadilan. Dasar pel‘tmlbangan
thd-mnmupumsandalamtmdakmdmymg
mengakibatkan kematian berdasarkan alasan pembelaan terpaksa adalah
mencakup pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pcrtimba_nm yuridis adalah
pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang tanmghp
didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagal hal yang

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan
suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan
keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat
tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur

Kata Kunci: Pembuktian, Pembelaan Terpaksa, Pembunuhan.
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Lesimpulan serta saran-saran yaitu sebagai berikut:

™ Kesimpulan

|. Prosedur pembuktian pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu melalui proses
persidangan di pengadilan dengan menguraikan alat bukti berupa keterangan
saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, surat, maupun keterangan ahli sebagai
bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran
adanya suatu tindak pidana, hal ini dikarenakan pembuktian merupakan titik
sentral pemeriksaaan perkara dalam sidang pengadilan.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dalam tindak
pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan alasan pembelaan terpaksa

adalah mencakup pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis

adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang

terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan

sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan non yuridis

adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak

diatur dalam peraturan perundang—undangan, namun keadaan tersebut baik

melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-

masalah sosial dan struktur masyarakat.
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